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KETUA RAPAT (IR. SAYUTI ASYATHRI):

Bapak-bapak kita mulai saja, Pak Agustinus konsisten sayap kiri kalau dari pihak Pak Agustinus sayap kanan. 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita sekalian,


Yang Terhormat Saudara Kepala Kepegawaian Negara beserta jajarananya,

Yang Terhormat Saudara Kepala Lembaga Administrasi Negara beserta jajarananya,


Yang Terhormat Saudara Pimpinan walaupun tidak ada disini tapi bayangannya ada, dan 

Anggota PANJA Evaluasi IPDN Komisi II DPR RI  


Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena hanya perkenanya kita dapat menghadiri Rapat Dengar Pendapat PANJA Evaluasi IPDN Komisi II DPR RI dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala Lembaga Administrasi Negara pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat.


Sesuai dengan laporan Sekretariat rapat PANJA hari ini daftar hadir telah ditandatangani oleh 9 orang dari 7 Fraksi kita untuk bisa kourum masih membutuhkan 3 orang tapi karena pada on the way, ini kalau ada lagu Kirimkan Aku MalaikatMu maka kita panjatkan doa kirimkan aku Ya Allah Anggota Komisi II Mu, anggota PANJA IPDN Mu gimana Pak kita sedikit romantis oleh karena itu perkenankan kami membuka rapat PANJA ini dan rapat terbuka untuk umum. 
Selanjutnya kami sampaikan terima kasih kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Kepala LAN Lembaga Administrasi Negara atas kesediaannya memenuhi undangan dalam Rapat Dengar Pendapat ini, demikian juga dengan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi II.

Bapak dan Ibu sekalian acara pada hari ini yaitu 1 (satu) Membahas masalah status kepegawaian lulusan alumni pendidikan kedinasan, membahas masalah sistem pendidikan kedinasan membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kelembagaan pendidikan kedinasan dan itu merupakan koor kompeten dari LAN dan BKN gimana kita setujui jadi kepegawaian dan kelembagaan kira-kira begitu dua itu, Bu Weni perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan rapat internal Komisi II DPR RI tanggal 8 Mei 2007 disepakati untuk membentuk PANJA Evaluasi IPDN. 

Oleh karena dalam rangka melaksanakan tugasnya PANJA Evaluasi IPDN  menyelenggarakan Rapat Dengar Pendapat ini untuk mendapatkan masukan-masukan lebih rinci terkait mengenai keberadaan lulusan pendidikan kedinasan bagi kinerja birokrasi atau lembaga Pemerintahan sejauhmana kesiapan lulusan kedinasan berkiprah di lembaga departemen pemerintah (apakah mereka tergolong tenaga yang siap pakai atau tidak). Juga mengenai status kepegawaian, formasi kepegawai secara Nasional, bagaimana juga prospek dari lembaga-lembaga non kedinasan yang berinteraksi dengan birokrasi yang masuk dalam birokrasi dibandingkan dengan yang dari lembaga kedinasan. Relevansi lulusan pendidikan kedinasan terhadap percepatan informasi birokrasi apakah sistem pendidikan di IPDN sesuai dengan kebutuhan informasi birokrasi dan penyempurnaan sistem pendidikan kedinasan agar dapat mendorong percepatan reformasi birokrasi kalau memang pendidikan tersebut dianggap memang penting bagi informasi birokrasi. 

Bapak dan Ibu sekalian, Sehari sebelumnya kita sudah adakan Rapat Dengar Pendapat dengan Mantan Rektor dan Plt. Rektor IPDN Internal IPDN dan rapat-rapat ini akan kita teruskan dengan berbagai pihak baik internal maupun eksternal antara lain dengan pihak Kapolda Jawa Barat dengan media massa yang menayangkan itu juga para pakar pendidikan dan Mendiknas dan pihak-pihak yang terkait dengan rencana kita untuk melakukan evaluasi terhadap IPDN kedepan. 

Untuk itu selanjutnya untuk mempersingkat waktu maka marilah kita mulai Rapat Dengar Pendapat ini dengan pengertian bahwa karena sifatnya adalah evaluasi dan inventigasi maka nanti kita akan bukan lagi kita yang memberikan pendapat tentang IPDN ke depan tapi kita mau menanyakan jadi kalau kurang jelas langsung kita tanya supaya langsung sesuai dengan kebutuhan kita untuk mendapatkan informasi sebesar-besarnya dalam rangka membuat rekomendasi. 

Jadi bukan berbeda dengan Rapat Dengar Pendapat biasa yang kita ada menyampaikan aspirasi, sekarang bapak-bapak ini bukan untuk mendapatkan aspirasi dari kita, kita yang mau menggali informasi dari LAN dan BKN tentang bagaimana seharusnya IPDN itu kedepan saya kira begitu ya. Jadi jangan lagi apa namanya kita tidak harapkan untuk bapak tidak akan mendengarkan aspirasi soal guru bantu atau apa atau bagaimana pengangkatan PNS yang belum bagaimana BKN itu kedepan bagaimana supaya sistem informasinya bisa bekerja gak, jangan pikir kesitu gak ada urusan. Bagaimana juga dengan LAN kenapa ada pendidikan-pendidikan kedinasan yang tidak di ketahui oleh LAN itu gak, kita hanya khusus menanyakan soal IPDN hari ini gak ya forum ini gak kita mau gali terus terang aja IPDN itu masih perlu gak kira-kira karena opsi kedepan itu ya dua jelas dibubarkan atau dirombak total, nah kita akan tiba pada kesimpulan itu berdasarkan masukan yang kita gali ya kan nah kita akan tanya misalnya LAN kurang memberikan perhatian kepada IPDN selama ini ya kita tidak menilai bahwa LAN itu kenapa anggaran sudah diberikan tidak dilakukan kajian apa itu urusan lain nanti di forum lain. Tapi sekarang kita mau tanya kalau tahu jawab, kalau gak tahu tidak usah di jawab nah kita beri penilaian sendiri di forum rapat kerja khusus soal itu, saya kita itu jadi kita mau inventigasi, saya kira dengan demikian kita langsung kepada Kepala BKN duluan bagaimana LAN duluan atau saya kira LAN duluan, LAN kan kebijaksanaannya baru BKN melaksanakan begitu, ok kami persilahkan kepada LAN dalam waktu kurang lebih 10 menit ya.  

Makasih kami persilahkan. 

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (SUMARNO):

Terima kasih, 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Selamat pagi  dan salam sejahtera untuk kita semuanya   


Yang kami hormati Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI yang terhormat,


Sesuai dengan surat yang ditujukan kepada kami yaitu persoalan yang di pertanyakan adalah tentang sistem pendidikan kedinasan. Nah untuk menjawab issu tentang sistem pendidikan kedinasan kami akan merefer terhadap Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 terlebih dahulu, yaitu ada 2 pasal yang berkaitan dengan pendidikan kedinasan yaitu Pasal 29 dan Pasal 15. Pasal 29 menyatakan bahwa pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang ingin kami garis bawahi adalah pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh departemen atau lembaga pemerintah non departemen. 

Kemudian yang kedua pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam melaksanakan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu departemen atau lembaga pemerintah non departemen. Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan non formal ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), (3)  diatur lebiah lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Hingga saat sekarang Peraturan Pemerintah memang belum keluar meskipun draftnya saya dengar sudah sampai Sekretariat Negera. 

Nah berkaitan dengan Pasal 29 tersebut ada penjelasan Pasal 15 yang ini ada berkaitan dengan pendidikan kedinasan. Penjelasan Pasal 15 khusus antara lain menyatakan seperti ini Pendidikan Profesi yaitu pendidikan kedinasan tadi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana, jadi pendidikan kedinasan adalah kami ulangi lagi pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi makna pendidikan profesi adalah pendidikan setelah program sarjana. Kalau kita mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini maka yang namanya pendidikan kedinasan adalah menyelenggarakan program-program setelah sarjana yang pesertanya adalah mereka yang telah sarjana. 

Yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan ketentuan tersebut kondisi saya akan berbicara sedikit lebih luas lagi pak mengenai kondisi pendidikan kedinasan yang ada pada saat sekarang ini, apakah keseluruhannya akan dibubarkan atau tidak itu semua berkaitannya dengan IPDN. Pada saat sekarang ini kalau catatan saya tidak salah ada 84 PPK yang dimiliki oleh 20 departemen dan lembaga pemerintah non departemen. 

Yang keseluruhannya mempunyai sarana, prasarana, sumber daya manusia, anggaran yang saya kira cukup memadai termasuk IPDN. Di dalam perkembangannya Bapak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati peserta didik dari pendidikan kedinasan ini yang dahulunya dimaksudkan untuk pegawai negeri dan calon pegawai negeri ternyata berkembang sebagaian pesertanya berasal dari umum tetapi untuk memenuhi kebutuhan sektor misalnya adalah dulu Akademi Minyak dan Gas pesertanya dahulunya memang dari Departemen Pertambangan tapi kemudian meluas pada masyarakat umum dan memang ini dibutuhkan oleh dunia internasional juga Akademi Ilmu Pelayaran sekarang sudah berubah menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran jadi ada variasi dari pendidikan tinggi kedinasan yang ada pada saat sekarang yang masih murni pesertanya adalah pegawai negeri atau calon pegawai negeri dan ada yang berkembang untuk memenuhi kebutuhan sektornya. 

Kondisi dari 84 Perguruan Tinggi Kedinasan tersebut sekedar untuk informasi Pimpinan dan Anggota Komisi II,  yang saya hormati ada beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan yaitu ada perguruan tinggi kedinasan yang sebenarnya dalam kondisi faktual sekarang Centre of Excelent dari perguruan tinggi yang lain, yaitu antara lain Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di Bandung yang sekarang dimiliki oleh Departemen Pariwisata ini lulusannya sudah memasuki pasar kerja dan sebagainya. Kemudian (MMTC) Multi Media Traning Centre miliknya Departemen Kominfo kemudian ada pendidikan tinggi kedinasan yang mempunyai peranan sebagai sertifikasi profesi untuk menjamin Quality Insurance karena adanya Konfensi Internasional yang dimiliki Departemen Perhubungan antara lain Dirjen Laut dan Dirjen Udara, Akademi Ilmu Pelayaran dan Akademi Sekolah Tinggi Penerbangan, kemudian ada perguruan-perguruan tinggi yang menurut para pihak materi yang diajarkan tersebut memang belum dilaksanakan oleh perguruan tinggi pada umumnya antara lain imigrasi, pemasyarakatan, Akamigas dan sebagainya. 

Nah itulah Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi II yang kami hormati kondisi pendidikan tinggi kedinasan pada saat sekarang ini, nah bagaimana selanjutnya posisi pendidikan tinggi kedinasan ini di dalam RPP tentang Pendidikan Tinggi Kedinasan dan ini juga sudah selalu di lemparkan oleh Dirjen Dikti ada tiga opsi yang ditawarkan dalam rancangan RPP tersebut yaitu, pertama pendidikan tinggi kedinasan yang ada dipertahankan menjadi pendidikan tinggi kedinasan tetap tapi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang maupun RPP artinya apa bahwa pendidikan tinggi kedinasan yang ada hanya menyelenggarakan program setelah program S1 dan programnya bersifat profesi, 

Yang kedua pendidikan tinggi kedinasan yang ada beralih status menjadi pendidikan tinggi umum bergabung dengan perguruan tinggi negeri yang ada, jadi IPDN misalnya kalau tawaran ini dilakukan bergabung dengan Unpad dan sebagainya. 

Kemudian yang ketiga adalah pendidikan tinggi kedinasan yang ada beralih status menjadi pendidikan tinggi umum yang berbentuk Badan Hukum Pendidikan BHPT nah ini 3 (tiga) opsi yang ditawarkan dalam RPP tersebut. Jadi yang menjadi persoalan bahwa RPP belum ada undang-undang tentang BHPT belum ada sehingga masih ada masa transisi, masa transisi dari kondisi perguruan tinggi kedinasan yang ada. Kalau itu akan dibubarkan yang menjadi pertanyaan adalah bagaiamana aset, bagaimana sumberdaya aparatur yang ada disana itu juga menjadi pertimbangan Departemen Keuangan, BKN dan sebagainya. 

Kemudian yang menjadi sistem dalam pendidikan kedinasan yang membedakan dengan pendidikan umum adalah kurikulumnya, kurikulum dan metodologi pembelajarannya tidak bersifat akademik semata-mata karena ini sesuai dengan dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri adalah bersifat praktikel mengarah pada peningkatan kompetensi peningkatan profesi jadi kami melihat kurikulum IPDN proses belajar mengajarnya tidak sama dengan perguruan tinggi yang diselenggarakan pada umumnya seperti di Unpad dan ditempat lainnya, disana ada pendidikan pengajaran dan pengasuhan itu yang membedakan dengan pendidikan-pendidikan tinggi pada umumnya nah sebagai pengantar. 
Saya kira demikian Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi yang kami hormati mungkin nanti dengan tanya jawab mungkin lebih mengena apa yang dikehendaki oleh Komisi II, 

Terima kasih.


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Saya kira waktunya pas 10 menit kalau di Lemhanas pasti lulus dan dalam waktu itu kita memperoleh informasi yang sangat kaya apa yang ingin diketahui nanti akan digali oleh peserta, saya persilahkan Pak Prapto. 


KEPALA BKN (PRAPTO HADI)

Yang kami hormati Pimpinan Komisi II dan juga PANJA Evaluasi yang kami hormati,


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,


Sungguh merupakan kehormatan untuk diundang pada pagi hari ini dalam rangka memberikan atau menyampaikan masukan dalam kaitan masalah status kepegawaian lulusan IPDN, pertama kami sampaikan bahwa terkait dengan jenis dan kedudukan pegawai negeri maka berdasarkan Undang-Undang Kepegawaian Nomor 43 Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI dan Anggota POLRI kemudian untuk Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat yaitu PNS yang gajinya dibebankan kepada APBN dan bekerja pada departemen atau LPND atau kesekretariatan Lembaga Negara dan juga instansi vertikal di daerah baik provinsi, kabupaten kota kemudian juga kepaniteraan pengadilan atau yang dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. 

Kemudian yang kedua adalah PNS daerah yaitu PNS daerah provinsi, kabupaten kota yang gajinya dibebankan kepada APBD dan bekerja pada Pemerintah Daerah atau dipekerjakan di luar instansi induknya. Penyebutan PNS Pusat maupun PNS daerah hanyalah di bedakan oleh alokasi pembebanan anggaran untuk pembayaran gaji dan tunjangan serta tempat tugas, yaitu PNS daerah melalui APBD dan bekerja pada instansi daerah, sedangkan PNS Pusat melalui APBN bekerja pada instansi pusat adapun mengenai norma, standar dan prosedur pembinaanya berlaku ketentuan yang sama karena mengikuti univai sistem, mohon ijin kami lanjutkan berkaitan dengan status kepegawaian alumni IPDN. 

Rekruitmen mahasiswa IPDN yang pertama proses rekruitmen calon mahasiswa IPDN dilaklukan oleh masing-masing pemerintah daerah yaitu provinsi, kabupaten kota berdasarkan kriteria yang ditetapkan, kemudian proses rekruitmen dilakukan beberapa tahapan dan pada tahap akhir ditetapkan oleh Panitia Penentu Akhir atau PANTUKHIR di IPDN. 

Yang ketiga syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon mahasiswa IPDN pada prinsipnya sama dengan syarat yang harus dipenuhi untuk diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dan mereka yang diangkat menjadi Praja IPDN akan diangkat menjadi CPNS. 

Kemudian formasi untuk CPNS tersebut menggunakan formasi Departemen Dalam Negeri yang ditetapkan oleh Menpan dengan kualifikasi pendidikan SLTA setelah diangkat menjadi CPNS oleh Depdagri atas persetujuan dan penetapan NIP dari BKN yang bersangkutan ditugaskan tugas belajar untuk mengikuti pendidikan kedinasan program D4 IPDN dengan status tugas belajar. Selama mengikuti pendidikan CPNS tersebut selama menjalani masa percobaan selama satu tahun atau lebih apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan antara lain DP3 bernilai baik maka diangkat menjadi PNS dalam pangkat pengatur muda golongan ruang II/a apabila lulus pendidikan program D4 IPDN yang bersangkutan dinaikan pangkatnya sebagai penyesuaian ijasah atas persetujuan BKN menjadi Penata Muda Golongan ruang III/a terkait dengan pengalihan jenis kepegawaian kami laporkan bahwa setelah ditetapkan kenaikan pangkatnya ditetapkan juga keputusan pengalihan jenis kepegawaiannya dari PNS Pusat Departemen Dalam Negeri menjadi PNS daerah. Pengalihan jenis kepegawaian dari PNS Pusat Depdagri menmjadi PNS Daerah dilakukan setelah ada persetujuan masing-masing daerah hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor 9  Tahun 2003. 

Kami laporkan terkait dengan kewenangan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian sesuai dengan PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian maka pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS adalah pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan dalam hal demikian apabila PNS alumni IPDN yang pertama belum dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS daerah maka pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan dan memberhentikan adalah Menteri Dalam Negeri. 

Kemudian yang kedua apabila telah dialihkan jenis kepegawaiannya menjadi PNS daerah maka Pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan adalah Gubernur, Bupati/Walikota sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah. Berikut kami laporkan bahwa tindakan administratif kepegawaian terhadap CPNS ataupun PNS selama mengikuti pendidikan kedinasan maupun telah lulus pendidikan kedinasan di IPDN yang melakukan pelanggaran disiplin seperti melanggar tata tertib yang berlaku dilingkungan pendidikan atau melakukan tindakan kekerasan atau tindak pidana  dilakukan oleh  pertama Menteri Dalam Negeri apabila jenis kepegawaianya masih PNS Pusat Departemen Dalam Negeri. Kemudian juga Gubernur, Bupati/Walikota apabila jenis kepegawaianya telah dialihkan menjadi PNS daerah Provinsi, atau Kabupaten/Kota. Tindakan administrasi terhadap pelanggaran yang dilakukan CPNS maupun PNS dapat dikenakan PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin atau PP Nomor 4  Tahun 1966 Tentang Pemberhentian Sementara atau pemberhentian dan PP 32 Tahun 1979 Tentang Pemberhentian sebagai PNS. 

Berikut terkait dengan masalah kelembagaan IPDN maka berdasarkan Kepres Nomor 87 Tahun 2004 Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1992 Tentang Pendirian STPDN digabungkan kedalam Institut Ilmu Pemerintahan atau IIP yang didirikan  berdasarkan Kepres 119 Tahun 1967 Tentang Pengesahan Pendirian IIP dibawah tanggungjawab Departemen Dalam Negeri. 

Kemudian yang kedua mengubah nama IIP menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri kemudian sekarang ini dalam kenyataan masa transisi memang sertifikat atau ijasah masih tertulis STPDN belum IPDN. 

Kami laporkan juga bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional tanggal 15 September 2000 yang ditujukan kepada Ketua STPDN perihal Persetujuan Pembukaan program-program studi di STPDN maka pada prinsipnya menyetujui pembukaan program baru Studi D-4 yaitu Tata Keuangan Daerah dan Program Studi D-4  Tata Pelayanan Masyarakat. Dalam kaitan masalah penegakan disiplin kalau kita belajar dari STAN Bapak Pimpinan dan para Anggota yang kami hormati memang disana ada istilah ’DO’ pak  jadi bagi mereka yang gak lulus memang langsung ”Drop Out’” dan ini barangkali di STPDN kami belum tahu persis proses penerapannya. 

Kemudian kami dua minggu yang lalu konsultasi kepada Mendiknas karena ditempat kami di BKN itu ada keperluan untuk membekali pegawai negeri khususnya di BKD atas permintaan daerah supaya ada pembekalan masalah ilmu kepegawaian dulu memang kami punya Kepres Tentang Akademi Kepegawaian yang kemudian dengan sistem Undang-undang Tentang Sisdiknas dihapuskan sehingga berhenti dan oleh karena itu disarankan karena memang keperluan di daerah untuk membuka bukan Akakademi seperti yang dulu disarankan membuka Politeknik Kepegawaian karena keperluan kami bukan pangkat III/a tapi sebenarnya adalah pangkat ketrampilan dengan pangkat II/c, II/b memang kebutuhan di daerah sehingga jalan keluar Politeknik ini barangkali salah satu opsi kalau memang keperluannya bukan untuk S-1. 

Kami laporkan juga bahwa di dalam Politeknik itu memang 30 persen adalah teori dan 70 persen adalah praktek dan memang ini keperluan untuk tenaga terampil sehingga betul-betul yang tamatan dari sini adalah spesialis dalam bidang masing-masing. 

Demikian Bapak Pimpinan dan Anggota PANJA yang kami hormati pelaporan atau informasi kami terkait masalah dengan kepegawaian. 

Demikian terima kasih. 

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bapak Prapto, yang sangat banyak informasinya dibacakan dengan sangat bagus kalau bisa bahan bacaannya dikasih.

Saya kira dengan demikian kita kembalikan kepada teman-teman dari Komisi II PANJA IPDN untuk memberikan tanggapan. 

Kami persilahkan kepada Pak Saifullah Ma’shum, Ibu Lena


DRS. H. SAIFULLAH MA’SUM/F.PKB:

Pimpinan dan Anggota PANJA yang kami hormati 


Bapak Kepala BKN dan Bapak Kepala LAN yang kami hormati 


Terima kasih atas penjelasan singkat tapi cukup komprehensif yang sangat memperkaya proses kita di PANJA untuk melakukan verifikasi, investigasi menyangkut kasus IPDN dan dalam rangka penyusunan rekomendasi dari Komisi II terhadap eksistensi IPDN kedepan. 

Dari penjelasan Bapak dari BKN dan LAN  tadi ada beberapa hal yang coba perdalam yaitu menyangkut soal saya kira sikap atau pandangan atau rekomendasi dari bapak-bapak sekalian menyangkut soal status IPDN kedepan tadikan disampaikan Kepala LAN misalnya bahwa diusut dari prospektif perundang-undangan memang hanya dalam konteks RPP ada 3 (tiga) opsi yang ditawarkan yaitu ... atau perubahan status dengan dua katagori berubah dengan perguruan tinggi umum dan bergabung merger dengan PT lain atau beralih status perguruan tinggi umum yang berbadan hukum pendidikan yang BHPT masih belum jelas nasibnya konon kata teman-teman di Komisi Pendidikan itu kemungkinan tidak akan dilanjutkan tentang Undang-undang BHPT karena banyak penolakan disana sini. 

Jadi saya ingin tahu persis kira-kira dari kajian profesional dari lembaga bapak-bapak sekalian dikaitkan juga dengan posisi undang-undang yang begitu itu serta realitas dilapangan yang semacam itu maka seharusnya bagaimana IPDN menurut kacamata bapak-bapak dari LAN maupun dari BKN. 

Dari penjelasan Undang-Undang 20 Tahun 2003 Pasal 15 saya juga agak kaget kalau begitu yang terjadi apakah menurut bapak-bapak sekalian sama dengan pendapat saya bahwa operasionalisasi maupun praktek pendidikan semacam IPDN itu jelas menyalahi peraturan perundang-undangan misalnya jelas-jelas disebutkan bahwa profesi pendidikan kedinasan itu profesi merupakan setelah pendidikan tinggi setelah program sarjana maka dengan mudah IPDN yang adalah program D-4  dan menerima dari lulusan SMA yang terikat ikatan dinas dan calon CPNS itu jelas diluar konsisten pendidikan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 semacam itu saya kira bukan hanya IPDN banyak sekali lembaga pendidikan kedinasan yang menyalahi aturan peraturan perundang-undangan yaitu tidak lagi setelah sarjana tapi adalah justru mereka membuka program mulai sarjana, strata 1 maupun D-4 dan seterusnya. 

Hal yang lain kami juga perlu sejumlah pengayaan opsi misalnya atau sisi kita juga setuju bahwa tadi disampaikan pendidikan kedinasan itu dalam hal ini misalnya IPDN kasusnya dipetakan dalam kurikulum maupun metode pembelajaran kami sangat setuju dengan adanya penataan bahwa misalnya tidak perlu pendidikan kedinasan nasional kita itu diseragamkan ada kuriklum yang mungkin sedikit ada perbedaan dan muatan lokal dan ada metode pembelajaran tapi paling tidak muatan lokal dan metode pembelajaran beda kayak apa yang kira-kira bisa memperkaya sistem nasional kita tapi justu tidak menimbulkan masalah, kita tidak ingin menyeragamkan IPDN tidak boleh metode pelajarannaya lain dari yang lain saya kira tidak. 
Sebagaimana kita juga memberikan peluang ruang pada semacam pesantren semacam Boarding School yang macam-macam  mereka punya metode pembelajaran, tapi paling tidak bagaimana kita memperoleh jaminan bahwa keberlainan atau perbedaan metode pembelajaran itu bukan juga dalam sistem nasional sehingga bisa menjadikan outputnya betul-betul bisa dipertanggungjawabkan tidak sebagaimana seleluasa sebebas dan sespesifiknya IPDN sehingga sampai-sampai karakter dan perangainya jadi semacam itu. 

Oleh karena itu bagaimana pandangan Bapak menyangkut soal bagaimana yang kita maksud dengan kurikulum atau metode pembelajarannya berbeda yang itu kita dimungkinkan bagi upaya kita untuk membangun sistem nasional yang cukup kuat. 

Yang terakhir saya ingin mendapatkan penjelasan bapak terhadap kasusnya misalnya siapa yang paling bertanggungjawab terhadap peristiwa Praja pelaku penganiayaan Praja Wahyu Hidayat yang ternyata juga tetap diangkat sebagai PNS kira-kira level mana yang bertanggungjawab terhadap terjadinya kasus semacam itu kalau kita lihat tadi penjelasan pak BKN jelas sekali bahwa untuk pengangkatan itu sesuai dengan pembinanya dalam hal ini yaitu Departemen Dalam Negeri karena statusnya masih pegawai negeri pusat tapi kalau sudah daerah itu adalah gubernur maupun bupati walikota tapi dalam hal kasus yang dulu itu kira-kira bagaiamana pandangan bapak-bapak sekalian dari BKN maupun dari LAN. 

Terima kasih.


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


KETUA RAPAT:

Wallaikum Salam 

Terima kasih Pak Saifullah, Bu Lena kami persilahkan 


DRA. LENA MARYANA MUKTI/F.PPP

Terima kasih, 


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Bapak Ibu yang saya hormati. 

Pertama saya ingin mengomentari bahan yang sudah disampaikan atau presentasinya yang sudah disampaikan oleh LAN tadi ada pertanyaan yang sesungguhnya sudah dijawab oleh LAN pertanyaan nomor 4 dihalaman 1 Apakah pendidikan kedinasan perlu dibubarkan Bapak tidak menjawab secara tegas disini tetapi dari uraian yang bapak sampaikan dan dari bahan yang kami terima disini sudah jelas kesimpulannya bahwa pendidikan kedinasan khusus untuk profesi-profesi tertentu yang membutuhkan keahlian tertentu pak saya kira itu masih dibutuhkan masih sangat amat sangat dibutuhkan.  

Jadi dengan demikian merefer kepada pendidikan di IPDN saya kira juga kalau mau dibuat secara sama pendidikan di Ilmu Penerbangan misalnya, Pelayaran itukan bisa dikhususkan seperti itu yang menjadi masalah di IPDN inikan sistemnya, kurikulumnya sudah bercampur baur sehingga menciptakan alumni yang menjadi resources untuk birokrat itu sudah menjadi tidak jelas lagi arahnya kemana kalau dari yang sudah disampaikan oleh bapak meskipun saya juga menyayangkan setelah 4 tahun ini RPP atau peraturan pemerintahnya khusus untuk pendidikan kedinasan sampai detik ini belum terbit padahal banyak pendidikan kedinasan tidak sesuai dengan profesi yang diajarkan itu yang perlu ditertibkan. 

Ya salah satunya saya kira seperti yang kita lihat sekarang di IPDN pak jadi saya kira kita nanti mendorong jugalah teman-teman di Komisi X maupun dari pemerintah untuk segera mengeluarkan menertibkan pendidikan kedinasan dari arahan dari LAN sendiri pak. LAN walaupun singkat paparanya tapi jelas bahwa pendidikan kedinasan masih memang diperlukan apakah dia nanti lulus SLTA karena biasanya kalau sudah lulus S-1 dididik untuk pendidikan kekhususan seperti itu kan agak sulit pak, artinya mendidik atau ikatan dinas lulusan dari SLTA itu sebenarnya tidak menyalahi artinya undang-undangnya juga kan perlu dievaluasi juga pak. 

Jadi karena walaupun kita harus taat dengan undang-undang tapi saya kira yang namanya pendidkan kedinasan itu masih diperbolehkan dari lulusan SLTA menyangkut ilmu-ilmu kedinasan tertentu itu, jadi kalau memang tuntutannya adalah mengkader atau membina siswa yang masih usia 19 tahun ya dilulusan SLTA jadi kalau memang dibutuhkan keahlian setelah kematangan lulus sebagai sarjana juga dilakukan begitu, jadi jalan tengah yang terbaik yang seperti itu. Tadi pertanyaan yang kedua soal BKN tadi juga kaitannya dengan Pak Saifullah Ma’shum memang menjadi aneh pak setelah jelas-jelas diputuskan bersalah dan jelas-jelas dikeluarkan dari IPDN tapi mereka kan berstatus sebagai pegawai saya sendiri tidak tahu apakah mereka sudah PNS atau   masih dalam status CPNS, masih dalam uji coba. 

Dan dengan demikian mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa DP3 yang dilakukan ini DP3 yang cacat pak ya, karena orang yang sudah melakukan tindakan pidanakan setiap tahun DP3 kan dikeluarkan oleh pembina dikeluarkan pak DP3 oleh pejabat pembinanya tetapi masih bisa lolos sebagai PNS itu kan suatu hal yang perlu dipertanyakan. Dan kembali ke siswa atau praja di IPDN setelah 1 tahun mereka tugas belajar statusnya sebagai CPNS kemudian dalam 1 tahun itu dinilai melalui DP3 oleh atasannaya, kemarin kita lupa menanyaka kepada pihak IPDN siapa yang menilai mereka, apakah Departemen Dalam Negeri punya perangkat khusus menilai empat riibuan lebih CPNS yang ada di IPDN itu yang ingin kita pertanyakan karena tolong jugalah pak nanti mungkin pesan juga kepada Menpan yang namanya DP3 ya kita sudah tahu sama tahulah bukan rahasia umum lagi pak DP3 itu bahasa anak muda sekarang Pembinanya cincai tandatangan saja pak. Padahal justru DP3 itu sebagai alat kontrol kepada CPNS yang bersangkutan atau PNS yang bersangkutan dan kedepan Pegawai Negeri Sipil yang tidak perform berdasarkan DP3 itu sebagai insentif atau juga sebagai reward and punishment  harus ada kenaikan dan turunan pangkat pak yang ada di Pegawai Negeri naik pangkat terus pak tidak pernah turun pangkat walaupun tidak perform itu bukan rahasia umum lagi. 

Oleh karena itu sekaligus juga ingin menghimbau sebagai suatu catatan yang namanya DP3 ini sebagai alat kontrol kepada CPNS-CPNS maupun kepada PNS yang ada. Khususnya di IPDN kalau memang nanti sekolah ini tetap bertahan dengan tadi perbaikan-perbaikan sistem dan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan birokrasi dimasing-masing daerah karena memang saya kira yang namanya calon birokrat di daerah itu harus mendapatkan pendidikan secara khusus pak kalau tidak nanti ketika dia melayani atau bekerja sebagai PNS di daerah apabila tidak dibekali dengan ilmu-ilmu khusus ilmu kepegawaian itu pastinya tidak akan perform jadi dua hal itulah yang saya komenteri kurang lebihnya saya mohon maaf. 

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


KETUA RAPAT:

Wallaikum Salam

Sebelum nanti habis ini Pak Agustinus, baru Ibu Weni dan Agus Purnomo, saya takut saya salah dengar dari Pak Sumarno tentang logika dari ketentuan dalam Undang-Undang itu jadi pendidikan kedinasan adalah pendidikan profesi, pendidikan profesi sesudah S-1 saya kira begitu ya, jadi artinya kalau dari bahasa itu dengan jelas gak usah apa namanya analisa dan kesimpulan interprestasi langsung IPDN itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang  itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ada komentar sedikit. 

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (SUMARNO): 


Cuma memang yang menjadi persoalan adalah jelas itu tidak sesuai amanat undang-undang dan yang menjadi persoalan undang-undang baru bisa terlaksana apabila ada peraturan pelaksanaanya, nah peraturan pelaksanaanya hingga saat sekarang ini belum terbit, sehingga mau diapakan kondisi pendidikan tinggi kedinasan yang jumlahnya banyak ini. 

KETUA RAPAT:

Begini kalau yang logika tadi itu itukan Pasal 15, itukan tidak memerlukan lagi interprestasi di RPP gak perlu lagi karena diakan ... 


KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (SUMARNO): 


Bukan interprestasi dalam RPP yang diperlukan adalah solusinya  pak, solusi kondisi yang ada ini memang tidak perlu interprestasi  kondisi yang ada ini menurut undang-undang harus menyesuaikan dengan undang-undang itu yaitu program setelah S-1. Kemudian kalau tidak menyesuaikan dengan program setelah S-1 itu diapakan ini, ini yang belum ada jalan keluarnya. 


KETUA RAPAT:

Jadi maksudnya RPP untuk memberi jalan keluar, tapi baik definisien dengan keadaan yang sekarang sudah menabrak Undang-undang, sudah berlaku undang-undang gak perlu lagi peraturan pemerintah jadi seolah-olah peraturan pemerintah lebih tinggi dari Undang-undang. Saya kira Pak Agustinus kami persilahkan.

DRS. AGUSTINUS CLARUS/F-PDIP:

Terima kasih Pimpinan

Nah itu yang hendak kami katakan pertama tadi bahwa kalau IPDN itu mau kita telusuri baik-baik begitu sebagai lembaga pendidikan kedinasan dan profesi itu sebenarnya kalu diukur dengan Undang-Undang Nomor 20  Tahun 2003 sudah ada kekeliruan walaupun tidak menunggu RPPnya, ini semakin yakin IPDN itu ada suatu hal yang sangat khusus diberlakukan dan oleh karena khusus itulah kejadian yang luar biasa itu bisa terjadi disana kalau menurut pengamatan kami demikian. 

Nah oleh karena tidak lepas dari tanggungjawab kita juga LAN juga sebagai lembaga negera yang berkompeten ada bidang-bidangnya disana termasuk BKN juga maka sedang kita mau cari keputusan akhir dari pembicaraan kita mengenai apakah IPDN itu diteruskan diperbaikan atau diperbaiki bagaimana itu karena kalau ini terus menerus dibiarkan di negara ini akan terjadi menjadi apa sebenarnya nanti coba kita bayangkan sebagian besar warga negara kita itu sekolah melalui sistem pendidikan umum yang berlaku secara umum. Tetapi ada lembaga-lembaga negara, departemen-departemen yang menyelenggarakan pendidikan kedinasan profesi secara khusus, nah karena khusus itu mereka lalu mungkin mengabaikan sistem-sistem pendidikan secara nasional  terbukti juga disini. 

Nah kalau ini terus menerus ini bisa berbahaya bagi bangsa dan negara apalagi sudah terbukti tidak diselenggarakan dengan baik. Kalau diselenggarakan dengan baik mungkin tidak menjadi persoalaan, dan lebih parah lagi kalu kita tidak benahi baik-baik hal-hal semacam ini bisa menjadi peluang untuk orang secara mudah dan gampang menjadi berbeda dengan masyarakat lain untuk memperoleh jabatan-jabatan Pegawai Negeri Sipil. Coba bayangkan mereka masuk ke IPDN menjadi pegawai negeri digaji walaupun kemarin katanya gajinya dipotong gitu, lalu mereka dengan model pendidikan semacam itu yang sudah kita ketahui bersama lalu mereka dengan gampang menjadi Pegawai Negeri Sipil. 

Berbeda dengan ratusan ribu orang yang berjuang mati-matian menjadi PNS yang kapibilitas mereka itu masih bisa kita perdebatkan apakah yang di IPDN itu lebih baik atau tidak itu juga masih kita ragukan, nah ini kalau dibiarkan terus menerus gitu saya rasa bangsa ini akan menjadi hal itu akan menjadi sumber-sumber ketegangan di dalam kehidupan berbangsa apalagi kemarin kita melihat bahwa lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departmen-departemen secara khusus itu mungkin masih bermuatan dengan hal-hal yang bersifar nepotisme. Dan kalau kita renungkan tadi malam sebenarnya untur dari rekuitmen secara nepotisme dan kolusi ini sebenarnya yang memicu persoalan di IPDN ini. 

Jadi anak-anak pejabat yang masuk ke IPDN itu mempunyai hubungan khusus dengan para pengasuh walaupun tidak langsung kepada Rektor dia mempunyai hubungan tetapi kepada para pengasuh yang sudah menjadi kroni yang sangat lama di institut itu, ini menjadi suatu yang sudah tersistematis begitu. Saya boleh menarik kesimpulan mungkin tidak benar tapi kejahatan itu terjadi diantara mahasiswa, senat mahasiswa, bersama dengan para pengasuh. Para pengasuh mendapat keuntungan-keuntungan dari anak pejabat-pejabat yang ada dilembaga itu, persoalannya karena mereka mempunyai uang lebih. 

Coba kita cek lagi anak pejabat itu pasti gak pernah dipukul karena mereka dekat dengan pengasuh dan senior, seperti itu tidak terawasi dalam lembaga ini. Lalu terjadilah hal-hal seperti kemarin, coba bayangkan polisi dicegat untuk memasuki rumah sakit dan dalam jelang waktu yang tiga jam itu mayat sudah dikasih formalin tetapi menurut pengakuan kepala asuhnya tidak tahu menahu begitu. Tapi ada mahasiswa yang menghadang sekitar 50 orang itu kelompok itu yang melakukan sesuatu disana, itu kan logikanya seperti itu berarti ada suatu kroni yang sangat kuat disana. Nah mungkin khusus bagi LAN dan BKN ini penting nanti mungkin rekruitmen itu benar-benarlah sesuai dengan aturan Pegawai Negeri Sipil disana utnuk praja-praja itu. Nah mungkin itu mau kami sampaikan bahwa kami hanya mengingatkan seperti yang juga diingatkan oleh Saudari Lena bahwa kalau kita kaji sesuai dengan undang-undang sebenarnya sudah ada penyimpangan-penyimpangan begitu. 

Terima kasih Pimpinan, Pak Sayuti 

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya jadi sudah dijelaskan bahwa rekuitmen itu di Kabupaten Kota dan terakhir di Pantukhir di IPDN yah, kira-kira begitu ya. Jadi ini Depdagri Conection, bukan BKN  BKN tidak terlibat Cuma membuat standar-standar dan menjadi penonton. Nanti tolong dijelaskan juga lebih lanjut itu tentang politeknik-politeknik kepegawaian itu karena IPDN ini apa politeknik kekerasan atau politeknik-politeknik sudah gak ada jalan, larinya ke politeknik, politeknik DPR, politeknik politik. Itu D-4 ya Pak Prapto, kalau yang di IPDN ini S-1 ?  D-4  tanpa gelar.


KEPALA BKN (PRAPTO HADI):

Kalau politeknik tadi pak, jadi sesuai Undang-Undang Nomor 20 bentuk Politeknik, Akademi itu sudah tidak dimungkinkan lagi ada lingkungan di luar DIKNAS, jadi yang boleh menyelenggarakan akademi dan politeknik itu hanya DIKNAS, Undang-Undang Nomor 20. 

Jadi intinya begini menurut Undang-Undang Nomor 20 massage sebenarnya pak jelas, memang massagenya adalah ingin menghapus seluruh perguruan tinggi kedinasan yang ada  massage secara general. Tapi kemudian di dalam pelaksanaannya pada waktu kami juga berdialog dengan Pak Satrio Dirjen Dikti menyadari bahwa ada Politeknik ada Pendidikan Tinggi kedinasan yang kalau dihapus memang sulit. Nah seperti Aka Migas katakanlah itu sangat dibutuhkan, Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ini dibutuhkan dan dalam penjelasan Pak Satrio beberapa yang lalu kalau sektor mempunyai Undang-undang yang mewajibkan ada perintah dalam undang-undang itu menyelenggarakan pendidikan tinggi kedinasan seperti undang-undang di bidang perikanan disana ada Sekolah Tinggi Ilmu Perikanan itu tidak dihapus oleh undang-undang ini. 

Jadi sebenarnya bahwa pendidikan tinggi kedinasan itu sebenarnya masih diperlukan, pertanyaannya adalah apakah itu setelah S-1 atau setelah SMA ini sebenarnya Depetebel. Bagi kami secara pribadi pendidikan tinggi kedinasan kalau setelah S-1 sebenarnya sudah ada instansi yang bertanggungjawab untuk mendidik setelah S-1 yaitu Lembaga Administrasi Negara yaitu melalui program-program Pendidikan dan Pelatihan jadi tidak perlu disana jadi yang justu menurut hemat kami personal bio kami yang sangat diperlukan adalah setelah lulus SLTA, tetapi memang ini harus ditata dengan baik mana yang diperlukan mana yang tidak diperlukan itu saja pak sebenarnya. 

Sekarang pertanyaanya apakah IPDN diperlukan? kalau diperlukan bagaimana menata itunya, tapi kalau diperlukan harus ada undang-undangnya, Undang-undang Pemerintahan Dalam Negeri yang mewajibkan ada itu kalau tidak ada itu harus mengikuti Undang-Undang Nomor 20.

DRA. HJ. IDA FAUZIYAH/F-KB:

IPDN inikan lahir STPDN  kan dulunya itu pak, itu sebelum Undang-Undang Tentang Sisdiknas ini lahir, juga artinya eksistensi IPDN atau STPDN itu ada sebelum Undang-undang ini ada  itu yang kemudian belum kebaca dalam undang-undang ini. Kalau tadi bapak menyarankan ada cantolan hukumnya ada undang-undang yang memerintahkan untuk menyelenggarakan pendidikan itu, ini kan suatu persoalan juga kan ? Gimana pak. 

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA (SUMARNO):

Sebenarnya itu memang sudah terbaca itu  karena pada paat disusunya undang-undang ini termasuk sebenarnya ini kepentingan LAN sendiri pak, karena LAN sendiri mempunyai pendidikan tinggi kedinasan juga yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi yakni ketua sekolah tingginya. Jadi kondisi pendidikan tinggi kedinasan “long-long time ago’” pak seperti dulu sebelum STPDN adalah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) itu lama sekali pak sudah mulai tahun enam puluhan saya kira sudah ada pak di daerah-daerah, kemudian oleh Pak Rudini itu digabung menjadi satu di Jatinangor. 

Jadi APDN-APDN yang ada di daerah-daerah dihapuskan kemudian digabung menjadi STPDN di Jatinangor. Aka Migas itu sejak tahun 1960 sudah ada juga, Akademi Ilmu Pelayaran sudah lama jadi memang nampaknya ada intersi untuk menghapuskan pendidikan tinggi kedinasan yang memang seperti tadi kami kemukakan berkembang menjadi tidak terarah dalam arti bahwa yang dulunya sesuai dengan namanya pendidikan kedinasan adalah mestinya untuk pegawai atau calon pegawai. Tapi dalam perkembangannya ya menjadi untuk keperluan sektor, meskipun perguruan tinggi tersebut menjadi Central Execlence sekarang contohnya tadi saya kemukakan adalah Sekolah Tinggi Pariwisata pesertanya adalah umum.

KETUA RAPAT:

Saya kira, jadi tadi kalau untuk sementara informasi kalau misalnya ingin supaya ketentuan Undang-Undang Nomor 20 tentang definisi profesi kedinasan adalah profesi, profesi adalah setelah SMA maka itu hanya bisa masuknya lewat sektor. Jadi kalau IPDN masuknya lewat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang direvisi atau semacam itu sektor nanti yang lain lagi. Nah kalau kita lihat 84 PTK yang ada sekarang berarti ada kompetensi 84 sektor, minimal kalau didisiplinkan dengan sektor yang ada dari kementerian kita yang ada sekarang sekian saja, berartikan 25 berarti sebenarnya kita disiplinkan saja tiap sektor itu satu berarti ada 25 PTK dengan ketentuan kembali pada setelah provinsi baru ada pendidikan itu. 

Saya kira itu yang berkembang, Bu Weni dulu ya silakan 

MUSTOKOWENI MURDI, SH/F-PG:

Terima kasih,


Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,


Pimpinan yang saya hormati, Bapak Kepala BKN dan Kepala LAN yang saya hormati beserta jajarannya.


Beberapa pertanyaan sudah ditanyakan kawan-kawan tetapi kami ada beberapa yang kami tanyakan memang tadi kalau menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini kan harus ada beberapa perguruan tinggi kedinasan yang harus menyesuaikan ya kan begitu, ada masih 84 tadi dijelaskan yang harus menyesuaikan dan ada masa transisinya. 

Di dalam RPPnya kan sudah ada beberapa opsinya tadi ada 3 opsi, apakah RPP ini nanti ini yang akan keluar kan ini ada pembahasan-pembahasan lagi nah kami memberi masukan supaya seperti IPDN dan lainnya sebagainya itu dimasukan saja pak dalam RPP ini supaya tidak sulit-sulit merubah undang-undang lagi, mengamandemen undang-undang lagi kan begitu ini pikiran kami. Kalau kami lihat memang ini kan membahas IPDN ada satu pertanyaan pak barangkali dari LAN, kami mohon dari LAN karena LAN itu tempatnya pemikir-pemikir masa depan, banyak konsep-konsep yang sangat bagus kami di IPDN itu mengenal pola pengasuhan, kami ingin tanya pak sebenarnya pola pengasuhan itu yang bagaimana yang dimaksudkan pemerintah mungkin LAN punya pikiran ada pikiran-pikiran yang bagus untuk masa depan, karena pola pengasuhan di IPDN ada pola pengasuhan mestinya ada nilai lebih tetapi apa yang terjadi seperti yang kita lihat bersama ini apakah ini pola pengasuhan yang salah apa menyimpang apa memang sudah ada aturan yang baku tetapi banyak disimpangin ini kami mohon dari pihak LAN untuk menjelaskan pola pengasuhan. Kemudian kami karena inventigasi dan evaluasi untuk IPDN melihat yang kita lihar sekarang ini daerah itu masih gencar sekali mengirimkan calon praja untuk dididik di IPDN berarti kan kebutuhan daerah ini cukup tinggi bukan pusat, kebutuhan daerah cukup tinggi  praja-praja IPDN. Kira-kira karena kita membahas IPDN apakah ada kemungkinan ini pikiran dari LAN atau BKN karena kebutuhannya masih tinggi apakah ada kemungkinan dikembalikan ke jaman seperi APDN dulu ini untuk menghemat biaya masing di APDN dan juga untuk menetralisir masalah-masalah yang berkembang di IPDN yang dipusatkan di Bandung tersebut kira-kira ini pak dua pertanyaan kami yang mendasar untuk pikiran-pikiran yang mengembangkan sistem pendidikan di IPDN. 

Terima kasih, Mohon ma’af.


Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


KETUA RAPAT:

Wallaikum Salam 


Makasih Bu Weni.


Anak asuh ya pengasuhan ini kan ada anak asuh, kita punya alumni IPDN  belum hadir. Selanjutnya kita persilahkan kepada Pak Agus.


AGUS PURNOMO, SIP/F-PKS)

Terima kasih ketua, 

Pertanyaan pertama untuk bapak Kepala BKN, saya ingin memperdalam tentang kasus Wahyu dulu jadi saat kasus Wahyu Hidayat itu beberapa penganiayanya tidak ditahan dan kemudian mereka itu kedapatan menjadi salah seorang asisten di Pemda Jawa Barat, pak nah kita mohon datanya nih pak jadi yang masalah pengalihan dari pada saat di APDN atau IPDN itu dengan kalau ini siapa pak, maaf kalau interaktif pada saat di IPDN ketika pengalihan itu yang berwenang untuk mengalihkan itu Rektor atau ada pihak lain Pak Kepala BKN.

KEPALA BKN (PRAPTO HADI):

Oleh Menteri Dalam Negeri biasanya dilakukan oleh Sekretaris  
Lanjutan kaset 3 ...

KEPALA BKN (PRAPTO HADI):
 … administrasi kepegawaian, karena sanksi yang mengikat itu tidak ada, sehingga kami itu paling hanya mengetahui surat-surat yang lewat sehingga masalah seperti ini supaya ambil tindakan seperti itu dan di UU Administrasi, PP 30, PP 32 tidak mengatur masalah sanksi-sanksi seperti itu, itu kesulitannya didalam masalah kepegawaian.

DRA. Hj. IDA FAUZIYAH/F-KB :
Maaf Pak, kesimpulannya Bapak tidak akan tahu kalau ada persoalan kepegawaian kalau tidak dikasih tahu oleh pembina kepegawaian, betul begitu Pak. 

KEPALA BKN (PRAPTO HADI):
Menurut UU kan paling lambat 26 hari harus segera melapor ke BKN, nah ini yang tidak dilakukan Pak,

DRA. Hj.IDA FAUZIYAH/F-KB :


Dan tidak ada sanksinya jika tidak melakukan.

KEPALA BKN (PRAPTO HADI):
Betul, mestinya sanksi itu bisa langsung dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi, tidak dari BKN. Kita hanya mengatur prosedur, norma dan standarnya saja, itu menurut UU Nomor 43 seperti itu pengaturan kewenangan dan peranan masing-masing. Operasionalnya oleh Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi. Kemudian kami kaitkan seandainya masih diperlukan karena kebutuhan, nah kembali seperti dulu APDN juga bagus yaitu per regional bukan per provinsi karena apa, didalam suasana otonomi daerah ini, memerlukan model-model otonomi daerah yang tidak akan homogen karena apa? nilai tradisi, nilai daerah kemudian nilai kearifan lokal itu justru bisa terwadahi disitu Pak. Kemudian kalau kami pengalaman ketemu orang dari Prancis itu pendidikan pegawai negeri itu tanpa guru khusus Pak, jadi gurunya atau dosennya adalah pejabat-pejabat yang berhasil Pak, sehingga menceritakan apa upayanya, apa kesulitannya, apa nilai plusnya didalam ngajar itu, tidak hanya teori saja, sehingga dibagi, teori itu hanya 30% dan prakteknya 70%.

KETUA RAPAT:

Belum ada UU untuk menilai siapa yang berhasil, belum lagi dicari kalau yang berhasil menemukan itu dapat hadiah. 

KEPALA BKN (PRAPTO HADI):
Dan prakteknya itu Pak, pindah-pindah diberbagai instansi, nah ini yang belum pernah dilakukan. Misalnya hari ini praktek di Tanjung Priok, besok di DEPLU, besok di Kantor Parlemen, besok di Kantor Bea Cukai sehingga betul-betul pengalamannya banyak Pak dalam menangani masalah-masalah pelayanan, ini yang belum terwujud dilingkungan kita Pak, barangkali kedepan akan kesana, oleh karena itu kami mengajukan ke Mendiknas untuk membuka politeknik khusus kepegawaian Pak. Ini dalam rangka membekali aparat BKN yang memang selama ini belum pernah mendapatkan ilmu-ilmu kepegawaian. Demikian dari kami pokok-pokok informasi tentang masalah-masalah kepegawaian Pak.  

KETUA RAPAT:

Saya kira cukup ya Pak Alex, Pak Andi, Bu Weni, Pak Agus, Bu Ida, saya kira sudah banyak terjawab, kecuali yang tadi itu belum, tapi nanti kita akan gali lagi dari Mendiknas. soal profesi itu tadi, itu masih tanda tanya, karena profesi adalah setelah S1, kemudian setelah S1 diselenggarakan oleh sektor, nah sektor itu menjadi bergeser kompetensinya dari pelaksana dibidang sektor menjadi  pendidik dibidang sektor itu masalah lagi, walaupun kita akui ada sektor yang berhasil dibidang pendidikan.
KEPALA BKN (PRAPTO HADI):
Satu hal Bapak Pimpinan kami sampaikan, keluhan dari rumah sakit, setelah tidak ada sekolah perawat dari SMA maka perawat kan S1, maka kenyataan dilapangan salah satu contoh saja memandikan pasien saja tidak mau, pasien dimandikan cleaning service, nah ini kan tidak betul gitu. Akibat tidak ada pegawai dalam kategori terampil, kalau semua S1 tidak mau Pak. 

KETUA RAPAT:

Memang Pekerjaannya sama clean-clean juga. 

KEPALA BKN (PRAPTO HADI):
Itu keluhan dari rumah sakit, Bapak Pimpinan. 

ALEXANDER LITAAY/F-PDIP:

Padahal Pak Prapto Hadi, itu bedanya rumah sakit dan hotel. Hanya itu bedanya.

KETUA RAPAT:

Jadi coba bayangkan, yang membersihkan itu sekaligus cleaning service, itu beda lho. Ini Pak Prapto mungkin hanya berangan-angan, contoh atau kejadian. Tapi ini contoh yang menarik karena ada cleaning dan ada service didalamnya. 
Terima kasih atas ilmu, informasi ini    
Sekian.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.38 WIB)
Jakarta, 23 Mei 2007

a.n. Ketua Rapat

Sekretaris
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